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ABSTRAK

MOH. RIZAL MUDA. H1115001. PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN
KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI
GORONTALO (STUDI BPOM GORONTALOQ)

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) penegakan hukum peredaran kosmetik yang
mengandung bahan berbahaya (2) faktor yang menghambat penegakan hukum
peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Metode Penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau jenis penelitian Non
Doktrinal yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah
tengah masyarakat. Hasil penelitian int menujukkan bahwa: (1).Penegakan Hukum
Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya dailakaukan dengan dua cara yaitu
Upaya Preventif, maksudnya adalah balai POM berupaya melakukan upaya
pencegahan dengan cara mengawasi serta mengedukasi masyarakat melalui iklan
layanan masyarakat yang kedua adalah Upaya Refresif upaya ini juga dilakukan
dengan dua pendekatan bahwa pendekatan persuasif dengan cara mengajak bagi pelaku
usaha yang nakal agar mengikuti aturan dan pedoman yang diajurkan oleh pemerintah
serta pendekatan Koersif merupakan pendekatan jalan terakhir dengan memberikan
sanksi tegas apabila para pelaku usaha tidak memperdulikan peraturan pemerintah
(2).Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Yang
Mengandung Bahan Berbahaya adalah Faktor Penegak Hukum, terbatasnya personil
penegajk hukum sperti penyidik PPNS balai POM serta Faktor Sarana Prasarana yang
dianggap kurang dan tidak terpelihara akibat kurangya angaran dan yang ketiga Faktor
Masyarakat yang mudah percaya dan beranggapan acuh tak acuh terhadap produk yang
beredar apakah sesaui anjuran pemerintah atau tidak. Berdasarkan hasil penehuan
terscbut dirckomendasikan: (1).Dalam hal penegakan hukum disaranles

danya peningkatan kapasitas dalam hal ini jumlah perosnel penegak/hake
seria kapabilitas personil yang ada agar pengetahuan dan/kes:
(2).Perlunya edukasi secara maraton kepada masyarakat agar|d:
pengetahuan masyarakal mengenai bahaya kosmetik tanpa izin

Kata kunci: penegakan hukum, peredaran kosmetik, bahan berbaha¥g



ABSTRACT

MOH. RIZAL MUDA. HI115001. LAW ENFORCEMENT OF COSMETICS
CIRCULATION CONTAINING HAZARDOUS MATERIALS IN GORONTALO (A
STUDY AT NATIONAL AGENCY OF DRUG AND FOOD CONTROL OF
GORONTALQO)

This study aims to find out (1) the law enforcement on the circulation of cosmetics
containing hazardous materials, (2) the factors that hinder law enforcement on the
circulation of cosmetics containing hazardous materials. The research method used in
this study is empirical research or non-doctrinal research, namely an approach in
terms of the facts of legal events that occur in society. The results of this study show
that: (1) the law enforcement on cosmetics circulation containing hazardous materials
is carried out in two ways, namely Preventive Efforts by the National Agency of Drug
and Food Control to make prevention efforts by monitoring and educating the public
through public service advertisements. It is also carried out with two approaches that
the persuasive approach by inviting rogue business actors to follow the rules and
guidelines suggested by the government and the coercive approach which is the last
approach by providing strict sanctions if the business actors do not follow government
regulations, (2) the factors infibiting law enforcement of cosmetics circulation
containing hazardous materials are law enforcement factors in which there is limited
law enforcement personnel such as Civil Apparatus Investigators from the National
Agency of Drug and Food Control and the infrastructure factors which are considered
inadequate and not maintained due to lack of budget. The third is the community
factor. People who are easy to believe and ignorant to products that are circulating
whether or not following the government recommendations. Based on the results of
the study, it is recommended that: (1) In terms of law enforcement, it is recommended
that there is a need for capacity building, in this case, the number of law enforcement
personnel at the National Agency of Drug and Food Control and the'Gapability of
existing personnel so that knowledge and readiness are adequate f2) The need'f

marathon education to the community so that they can increase
about the dangers of cosmetics without permission

Keywords: law enforcement, cosmetics circulation, hazardous mates
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BAB I
PENDAHULUAN
I.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi tegaknya sebuah
aturan dan keadilan, maka dari itu indonesia diberikan julukan sebagai
negara hukum (Rechtaar)sebagai negara hukum tentunya dibutuhkan sebuah
perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilaipenegakan hukum, adapun
konstitusi, serta nilai-nilai konstitusi vang dimaksud adalah nilai-nilai vang
diatur dalam undang-undang yang mengedepankan setiap perilaku harus
dilandasi dengan norma hukum yang berlaku, apabila kita melihat
pengertian negara hukum yang diugkapkan oleh Jimly Assidiq bahwa
negara hukum adalah negara vang senantiasa mengedepoankan nilai-nilai
hukum dalam berperilaku dan tidak berdasarkan kekuasaan dalam
menjalankan  sistem  pemerintahan  yang  ada, dalam  melindungi
masyarakatnya schuah pemerintah selalu mengedepankan atuaran hukum
yang berlaku untuk mengaturnva.

Mengenai aturan hukum hampir semua perilaku manusia diindonesia
vang bertetangan dengan hukum semuanya memiliki sanksi pidana dan
memiliki aturan yang jelas, seperti halnya dengan tindak pidana peredaran
kosmetik yang tidak memilki izin dan dapat membahayakan para konsumen

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam aturan mengenai

larangan memproduksi serta mengedarkan bahan-bahan vang dapat

*Abdul Mukthic Fadjar, 2016, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setars Press.
Malang, Hal 5-6.




membahayakan atau merusak kesehatan konsumen, maka dari itu beberapa
pandagan bahwa dalam melakukan transasksi atau kegiatan jual beli obat
dan makanan setiap pelaku usaha harus mengikuti aturan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah

Maraknya peredaran mengenai bahan berbahaya (kosmetik yang
mengandung bahan berbahaya) kini sangat mudah ditemukan hal ini
tentunya menjadi pekerjaan yang serius bagi penegak hukum untuk
memberantas para pelaku usaha yang nakal, Apabila kita melihat regulasi
yang mengatur mengenai peredaran baha berbahaya bagi kesehatan sebagai
mana yang diatur dalam

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
pasal 45 ayat | ditegaskan bahwa;"

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha

melalui lembaga yang menvelesaikan sengketa antara konsumen dan

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan

peradilan umum. ™

Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196
juga menegaskan bahwa

“Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan

farmasi dan / atau alat keschatan yang tidak memenuhi standar dan /

atau persvaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu vang

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana

? Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat |



penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ™

Mengenai aturan ditas tentunya kita telah melihat begitu tegasnya
aturan mengenai peredaran bahan yang berbahaya bagi kesehatan, namun
pelaku usaha acuh tak acuh dengan aturan tersebut, Tentunya fenomena
mengnai peredaran kosmetik di kota gorontalo saat ini merupakan salah satu
kasus vang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan penegak hukum

Salah satu kasus kejadian vang terjadi mengenai peredaran kosmetik
vang berbahaya vang terjadi Dikota Gorontalo pada bulan maret tahun 2020
vang mana cara peredaranya melalui jual beli On Line, sehingga penegak
hukum dengan mudah melacak para pelaku usaha nakal tersebut, kejadian
ini terjadi tepatnya pada tanggal 4 sampai 5 maret tahun 2020 di Kecematan
Pulu Bala Dan Tibawa serta juga diamankan beberapa kosmetik yang
mengandung bahan berbahaya di Kecematan Dungigi yang bemilai
sekitaran seratus tiga puluh empat juta rupiah (134 juta) adapun kasus
kejadian tersebut dari 25 pelaku usaha yang disidak oleh Badan pengawas
obat dan makanan kota gorontalo ada sekitar 18 pelaku usaha yang
mendapatkan peringatan dan dilakukan penvitaan terhadap barang vang
diperjual belikan karena dianggap sebai bahan yang tidak layak edar serta
membahayakan keschatan bagi kc:-nsummya}
Apabila kita menelisi lebih dalam mengenai standar pengawasan

kosmetik sebagaimana yang dikeluarkan oleh peraturan kepala badan POM

gorontalo DIAKSES PADA 27 JANUARY 2021



reoublik indonesia Nomro HEK.00.05.4.1745 memberikan standarisasi
mengenai kosmetik yang beredar harus memenuhi beberpa syarat seperti ;

|. Harus memenuhi standar mutu vang telah ditetapkan

2. Proses produksi harus sesuai dengan tata cara yang baik

3. Kosmetik yang diedarkan harus mendapatkan izin edar dari

balai POM*

Dari fenomena diatas mengenai peredaran kosmetik berbahaya
tentunya sangat menarik utuuk diteliti dan dijadikan sebuah penelitian,
adanya ketimpangan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang
menjadi persoalan pada uraian diatas bahwa sudah sekian lama Badan
pengawasan obat dan makanan melakukan penegakan hukum beserta
instrumen penegak hukum lainya, tetapi masih saja terjadi peredaran bahan-

bahan vang berbahaya dan tidak layak pakai di pasaran.

Maka dari itu calon peneliti akan mengajukan penelitian guna
mencapai sebuah tujuan dari pada penelitian mengenai Penegakan Hukum
Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya, Penegakan
Hukum vang diamaksud adalah untuk mencari solusi yang tepat bagi
Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya, hal ini tentunya
sebuah ironi yang harus dipecahkan karena dapat merugikan masyarakat

banyak

1.2.Rumusan Masalah

‘peraturan kepala badan POM republik indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 standarisasi
kosmetik




. Bagaimanakah Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Yang

Mengandung Bahan Berbahaya?

. Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Peredaran

Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya?

1.3.Tujuan Penelitian

. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Yang

Mengandung Bahan Berbahaya

2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum

Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya

1.4.Manfaat Penelitian

l.

b=d

3.

Manfaat dibidang akademik

Yaitu penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian yang belum
pernah diteliti sebelumnya guna pengembagan keilmuan dibidang
hukum pidana khusunya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik
Yang Mengandung Bahan Berbahaya

Manfaat Secara Verivikasi

Yaitu penelitian ini diharapkan dapat menguji sebuah teori yang sudah
ada, agar dicapainya pengetahuan tentang teori yang sudah ada
tersebut baik berupa menggugurkan teori yang sudah ada maupun
menguatkan teori yang sudah ada, sebenarnya tujuan verivikasi ini
bertujuan agar menambah khasash keilmuan mahasiswa dan semua
kalangan akademisi, dan pengak hukum dari segi teori dan praktik

Manfaat Secara Teoritik




Tujuan dari segi development ini adalah agar penelitian yang sudah
ada sebelumnya dapat dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan
sekarang guna mencapai sebuah kasahihan karya ilmiah mahasiswa
khusnya karya ilmiah penulis tentang Penegakan Hukum Peredaran

Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya




BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.Tinjauan Umum Penegakan Hukum

2.1.1, Pengertian Penegakan Hukum

Tegaknya sebuah aturan merupakan usaha dalam pelaksanaan
hukum sebagaimana scharusnya, memberikan pengawasan terhadap
pelaksanaannya supaya pelanggaran tidak terjadi, apabila aturan tersebut
dilanggar, maka yang dilakukan adalah menegakkan hukum tsrsebut
kembali schingga hukum tetsebut dapat pulih. Hukum yang berfungsi
sebagai alat pelindung bagi kepentingan masyarakat. Adapun upaya vn
dilakukan agar dapat melakukan perlindungan terhadap kepentingan
masyarakal yaitu pelaksanaan hukum harus dilakukan sebagaimana
mestinya sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. Sangat diharapkan
proses penegakkan hukum dapat ditampilkan secara nyata dengan

menegakkan kembali hukum yang dilanggar’

2.1.2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Sebagaimana yang diungkapak oleh sacipto raharjo” bahwa
pencgakan hukum pada dasarmya adalah tahapan-tahapan dalam
mewujudkan gagasan-gagasan (keadilan, kepastian hukum dan juga

kemanfaatan sosial) dari yang sifatnya absirak hingga menjadi suatu

Mokhammad Najih, 2014 Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana
Dalam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang, | Hal.5
“Ibid hal 6




kenyataan. adapun unsur vang harus terpenuhi dalam menegakkan hukum,
yaitu

I) Kepastian hukum

2) Kemanfaatan

3) Keadilan.
2.1.3.Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

SoerjonoSoekantoberpendapat bahwa yang mempengaruhi penegakan

hukum sebenarmya ada pada faktor vang berpengaruh kepadanva.
Kenetralan menjadi faktorr yang dapat memberikan dampak positif atau
negatif. Faktor vang dimaksud vaitu sebagai berikut -’

I) Faktor hukum itu sendiri, yakni pada hukum tersebut diberikan
batasan oleh undang-undang. Dimanaundaang-undang sebagai
aturan tertulis yang pemberlakuannya untuk umum dan dibuat oleh
pemerintah Pusat ataupun pemerintah Daerah

2) Faktor penegak hukum, yaitu adanya sebab akibat vang terjadi dari
penegak hukum itu sendiri, tegaknya sebuah aturan hukum
diakibatkan oleh penegak hukum yang memilki integritas dan
loyalotas tinggi terhadap negara

3) Faktor sarana prasarana pendukung penegakkan hukum

4) Faktor masyarakat (memiliki kesadaran dan kepatutan hukum)

5} Faktor kebudavaan hukum.

"Soerjono Sukanto. 2005. Faktor-Fuktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:
Raja Grafindo him &




2.1.4.Upaya Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum adalah salah satu cara yang digunakan untuk
mencapai suatu ketertiban, keamanan juga ketentraman ditengah-tengah
masyarakat, baik itu dalam bentuk mencegah, memberantas ataupun
menindak setiap tindakan kejahatan dan perbuatan hukum. Penegakkan
hukum secara preventif atau pencegahan dilakukan sebelum adanya tindak
pidana dan represif atau penindakkan dilakukan apabila telah ada tindak

pidana yang terjadi di masyarakat."
2.2, Tinjauan Umum Tindak Pidana
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana
sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan
tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum
berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum
pidana, namun sampai pada titik sekrang belum ada yang dianggap konkrit
dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan
oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-
pengertian hukum pidana khsusnya hukum pidana indonesia, selain

pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah

"Dellyana,Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty hal 32
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pidana atau tindak pidana vaitu perbuatan pidana. delik dan delict serta
perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum’

Istilah tindak pidana scbenarnya diambil dan diadopsi dari negara
asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah stratbaar feit,
kemunculan mengenai bebagai macam pengertian dan peristilahan tentang
tindak pidana sbebnamya diakibatkan oleh tidak adanva pengertian dan
istilah secara kokrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana,
terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada
yang memberikan defenisi hukum pidana dan tindak pidana itu sperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli
hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli
hukum mengenai hukum pidana:

I. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman
mengemukakan bahwa:'"

a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau

Feir yang olch peraturan perundang-undagan dirumuskan sebagai
perbuatan yang dapat dihukum™

b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu

perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja

maupun tidak disengaja yvang akibatnya kesalahn pelanggar

“Adami chazawi. 2012, Pelajaran Hukum Pldana Bagian 1. PT RajaGrafindo Persada,
lakartu. Hal, 67-6%

" Tri andarisman, 2006 hukum pidana,asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesia
{ bandar lampung , universitas lampung , hal 53-54
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diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum
dan kesejahteraan”

2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana
heni menjeaskan bahwa ''tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana
sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan
kriminologis. kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif
adalah seperti yang terwujud in obstracto dalam peraturan pidana, namun
Kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang
menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”

3. Sedangkan menurut lamintang'’ menegaskan “tindak pidana dikenal
dengan istilah Feit yang diambil dari bahasa belanda vang artinya suatu
kenyataan dalam bahasa aslinya strafbaar feit vang diterjemahkan dalam
berbagai kenyataan yag dapat dihukum yang merupaka hal yang dianggap
Kurang tepat

4. Moeliatno juga juga memberikan defenisi tindak pidana yaitu :"

a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di
undang-undang indonesia, karena hampir seluruh peraturan
menggunakan istilah tersebut sperti undang-undang perlindugan,
undang-undang tindak pidana korupsi, dst

b. Didalm istilah tindak pidana paling banyvak digunakan oleh ahli

hukum

"' Heni siswanto .2005hukum pidana handar lampung universitas lampung him 35
“PAF Lamintang 1984 hukum penentensier indonesia bandung:armico
" Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta hal 59
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¢. Delik vang dianggap berasal dari kata kejahatan (latin) sebernarva
dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahatan

d. Didalam bukunya tinramidja juga ditemukan istilah pelanggaran

e. Sedangkan karna dan scharavenrijk menggunakan istilah tindakan

vang dapat dihukum
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

(Simanjuntak)''  mengemukakan  dalam  bukunya  "Teknik
Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah
tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana” Pendapat
Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidank pidana
untuk penafsiran perbustan vang berakibat pidana karena istilah it
dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana,
karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu

tindakan fisik dapat menvebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)’” Mengemukakan secara umum mengenai istilah
kejahatan bahwa * kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal
muasainya berasal dari bahasa latin. dengan istilah tindak pidana. Dan juga
disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku vang diancam
dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan
bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapmt dihukum oleh

hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek” kejahatan™

* Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dun Upayva Hukum
" Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59
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Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas
(nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP,
ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan

hukuman yang ada sebelum kejahatan”

Dalam peristilahan tindak pidana discbutkan bahwa beberapa macam

istilah vang digunakan pada umunya sperti diabawah ini:

1. Starf memilki istilah terjemahan pidana‘hukuman

!‘-.'b

Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh

3. Feit memeilki istilah vang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasamya istilah starfbaarfeit juga diartikan sebagai
perbuatan yang memilki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan
hukuman, apabila kita ingin melihat lebh jauh bahwa kapan suatu tindak
pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang
diungapkan

(AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila

memenuhi unsur-unsur:'”

I. Unsur melawan hukuk objektif

2. Unsur melawan hukum subjektif

3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.

4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

" Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsi Hukum Pidana, Pustaka Jakarta Hlm23
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Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan olehMezger “vang
menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana

undang-undang

—

. Merupakan perbuatan yang dialkukan oleh manusia

%)

Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang

4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir
dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang
diawbah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana
apabila memeiliki potensi untuk melakukan pidana pada umunya hal ini
biasasnva dikenal dengan istilah (Outard Conduct) atau dengan itilah Actus
Reus

Menurut lamintang bahwa orang vang dapat diberikan pidana adalah
orang vang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu
dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum vang berlaku dan divakini
yaitu KUHPidana. disini amintang memilki pandagan tentang unsur-unsur
tindak pidana vaitu secar umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur
sperti unsur subyektif dan unsur obejktif

l.  Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada diri

pelaku tindak pidana. seperti isi hati pelaku

(2]

Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan

situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan
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Apabila kita melihat pandagan lamintang bisa dikategorikan tergolong
masih sangat sederhana karena hanya menvebutkan dir pelaku dan keadaan
dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita merunut pandagan beberapa ahli
hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan
menjadi 2 (dua) yaitu :

I. Pandagan monistis vaitu pandagan mengenai setiap perbuatan pidana
adalah syarat dari pemidanaan pandagan ini dianut dari beberapa ahli
hukum sperti simons, van hammel. mezger

2. Sedangkan pandagan dualistis memberikan padagan bahwa adanya
pemisahan perbuatan antara susuatu vang dialarang dan sanksi yang
diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh
H.B.Vos, W.P.J Pompe, dan Moeliatno

2.2.3. Jenis-Jenis Pidana

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana vang
dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adaya perilaku hukum pidana
dikehidupan masyarakat vang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu
didalam buu hukum pidana indonesia vang belaku telah ditemukan tindak
pidana antara kejahatan seperti vang dijelaskan pada buku Il serta
pelanggaran pada buku I1I, doktrin pemidaan ini dapat dilahat berdasarkan
jenis delik atau pidana sebagai berikut:

l. Delik materil
Delik materil adalah delik vang akan timbul akibat dari suatu

perbuatan sechingga penerapanya pada aturan vang berlaku
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diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul
stelah adanva akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi
atau ancaman seperti vang dijelaskan pada contoh pasal

pembunuhan dan penganiyaan

!‘-J

Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat
bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang
mengatur secara khsusu perbuatan pidana yang melarang
sesorang untuk berbuat vang dilarang oleh undang-undang,
sehingga meskipun delik ini belum dikatahui akibitanya
Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal
209 tentang sumpah palsu

2.3. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi
2.3.1. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf wunani telah
menggabarkan pengertian ''manusia sebagai mahluk sosial vang hidup
dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (zoon politicon), yang
memeilki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainya,
kebutuhan itu dapat berupa secra langsung maupun secara tidak langsung

baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjagan sosial,

yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memilki

" R.Suroso 2006 Pengantar llmu Hukum, Sinar Grafika Him 40
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karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan berientagan
diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya
peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (Rust En Orde).
Perdamaian vang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai
engan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi
tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah

hukum yang tibul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

Apabia kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan
terlebih dahulu defenisi hukum yang diungkapkan oleh Utrech dikutip oleh
soeroso menegaskan bahwa'® * ilmu hukum merupakan himpunan-
himpunan petunjuk hidup (peritah-perintah) dan larangan-larangan yang
mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh
anggta masyarakat”™. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah
ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu
adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai

pedoman masyrakat luas.

Sedangkan menurut P.Borst memberikan defenisi tentang hukum itu
bahwa'® “keseluruhan peratuan perbuatan manusia didalam masyarakat
vang pelaksanaanya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata

kedamaian atau keadilan” menurut P.Borst yang memberikan defenisi

'* Ihid Him 27
" Ibid Him 27
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hukum lebih menit beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan

dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua dfenisi yang diungkapkan oleh kedua ahli
hukum diatas hampis keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan
alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya susatur hal
vang dianggap memilki potensi untuk merusak Ketentraman masyarakat
akan diatur dan dilkukan secara memaksa, mekasa dalam artian apabila

tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi vang berat bagi pelanggarnya

1Y

Hans Kelsen® juga memberika defenisi mengenai sanksi yaitu
reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang
menggangu masyarakat” pada pandagan kelsen yang dimana pemberlakuan
Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma
yang telah dipamahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen
akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisiasi hukum, hal ini
memenng disiapkan dan diarancang guna menjaga semua perilaku sosial
serta manusia pada umunya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi

tertentu.

" I'ri Andrisman. 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana
Indonesia, Universitas Lampung.. Him 70
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2.3.2, Jenis Jenis Sanksi

Didalam Timu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan

peristilanya yaitu:”'

I. Sanksi Pidana
Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku
manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang
mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana
sebenarya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku
jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila
dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan
hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas.
Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana
(KUHP) sebagiamana induk dari sanksi hukum pidana
Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:*
I. Pidana pokok

a. Pidana mati

b. Pidana penjara

¢. Pidana kurungan

d. Pidana denda

¢. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan:

“'Andi Hamzah, 2001 Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesian
:.E&kﬂl'!.u..]'l.ﬂ.l. 25-27
** Kuhpidana Pasal 10
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a. Pencabutan hak
b. Perampasasn barang-barang tertentu

¢. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana diats dikenal dengan sanksi yang bisa
diberikan berdasrkan tingkat perbuatan jahat vang dilakukan setiap

manusia.

2. Sanksi Perdata
Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:
I. Sanksi vang diberikan bagi orang vang tidak memenuhi suatu
Prestasi

2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan

dibagi menjadi tiga bagian vaitu :

I. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu
bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)

2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak vang tidak
memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan
comdemnatoir)

3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu
menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna

memutuskan suatu perkara
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3. Sanksi Adminstratif
Sanksi adnminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang
telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam
keadan tertentu biasasnya sanksi administrasi diberikan
a. Sanksi denda
b. Sanksi pemberhentian sementara
¢. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan
2.4. Kosmetik Berbahaya

Kosmetik salah satu kebutuhan (sandang) vang begitu penting bagi
kalangan masyarakat, apabila kita melihat mengenai kosmetik, kosmetik
merupakan perpaduan bahan-bahan yang memang digunakan untuk
memperbaiki tubuh serta sebagai alat kecantikan pada tubuh, hal ini
kosmetik mudah diaplikasikan pada tubuh menurut Mulyawan™ kosmetik
merupakan bahan vang memilki beberapa bahan campuran yang
diaplikasikan kepada trubuh guna menambah daya tarik seseorang dan
diaplikasikan pada tubuh.

Sedangkan apabila kita mengutip ***Menurut Peraturan Kepala
BPOM RI No.HK.00.05.42.1018 kosmetik merupakan setiap bahan atau
sediaan yang dimaksudkan digunakan pada bagian lvar tubuh manusia
(epidermis, rambut, kuku, bibir, dan oran genital bagian luar) atau gigi dan

mukosa mulut untuk membersihkan mewangikan, mengubah penampilan,

“Mulyawan 2013 pembaharuan BPOM dalam rangka penegakan hukum, bandung rineka
cipta
“Peraturan Kepala BPOM RI No HK.00,05.42.1018 kosmetik
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memperbaiki bau badan, melindungi, dan memelihara tubuh pada kondisi
baik (BPOM RI, 2008)™

Maraknya peredaran mengenai bahan berbahaya (kosmetik yang
mengandung bahan berbahaya) kini sangat mudah ditemukan hal ini
tentunya menjadi pekerjaan vang serius bagi penegak hukum untuk
memberantas para pelaku usaha yang nakal, Apabila kita melihat regulasi
yang mengatur mengenai peredaran baha berbahaya bagi keschatan sebagai
mana yang diatur dalam

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
pasal 45 ayat | ditegaskan bahwa:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha

melalui lembaga yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan

peradilan umum. ™

Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196
juga menegaskan bahwa®*

"Setiap orang vang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan

farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /

atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) *

** Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196
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Mengenai aturan ditas tentunya kita telah melihat begitu tegasnya
aturan mengenai peredaran bahan yang berbahaya bagi keschatan, namun

pelaku usaha acuh tak acuh dengan aturan tersebut
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Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Yang Mengandung
Bahan Berbahaya Dikota Gorontalo

Penegakan Hukum Kosmetik
Yang Mengandung Bahan
Berbahaya
I. Upaya Preventif
2. Upaya Refresif
a) Persuasip
b) Koersif

Faktor Yang Menghambat
Penegakan Hukum Peredaran
Kosmetik Yang Mengandung

Bahan Berbahaya
1. Faktor Penegak
Hukum,
2. Faktor Sarana
Prasarana

3. Faktor Masyarakat

Terwujudnya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Yang
Mengandung Bahan Berbahaya
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2.6. Defenisi Operational

1.

Penegakan Hukum adalah lembaga vang diberikan kewenagan oleh
pemerintah untuk memberikan tindakan berupa sanksi kepada masyarakat
yang melakukan pelanggaran hukum

Kosmetik adalah campuran beberapa unsur yang digunakan untuk
mempercantik diri

Bahan Berbahaya adalah kandugan vang dianggap dilarang oleh undang-
undang dan dapat mebahayakan bagi tubuh manusia

Sanksi teguran adalah sanksi vang diberikan kepada pelaku usaha dalam
bentuk sebatas teguran

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk
dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal
vang tidak diinginkan di masa mendatang.

Represif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan
setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk. Dengan
kata lain, tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi
Faktor hukum adalah sebab yang diakibatkan oleh aturan yvang berlaku
Faktor penegak hukum adalah faktor vang diakibatkan oleh lembaga atau
orang vang menjalankan dan menegakkan sebuah aturan

Faktor sarana prasarana adalah alat vang mendukung penegakan hukum

. Faktor masyarakat adalah budava vang terjadi ditengah-tengah masyarakat

sebagai bentuk pandagan hukum
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12.
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Persuasif ini merupakan suatu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan
dengan cara membujuk atau juga mengarahkan individu atau juga
masyarakat supaya mau mematuhi nilai-nilai serta juga norma yang
berlaku.

Koersif merupakan suatu bentuk pengendalian sosial yvang bersifat keras
serta tegas. Dengan Kkata lain, tindakan vyang dilakukan dalam
mengendalikan sosial ini ialah dengan cara kekerasan serta juga

memberikan sanksi tegas.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penclitian

Penelitian yang penulis ajukan adalah jenis peneelitian empiris atau
biasa juga dikenal dengan jenis penelitian Non Doktrinal yaitu pendekatan
dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat,
tipe penelitian selalu megedepankan fakta realita yang terjadi di masyarakat
luas pada umunya.

Sedangkan menurut abdul kadir muhammad memberika gambaran
mengenai penelitian empiris yaitu * jenis penelitian yang khsusus mengkaji
perilaku masyarakat, dan menganalisa prilaku hukum yang berlaku terhadap
masyarakat maka dari pendapat vang dikemukakan diatas memperlihatkan
vaitu melakukan studi pengambilan data dilapangan yaitu pada Badan
Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Gorontalo (BPOM)

3.2, Objek Penelitian
Objek Penelitian adalah Kosmetik Yang Mengandung Bahan

Berbahaya dan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

“*Abdul Kadir Muhammad, fHukum Dan Penelitian Hukum, Bandung PT Citra Aditya
Bakti, 2004, Him 101

27
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3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini diajukan berdasarkan data yvang didapatkan dari lokasi
penelitian yang sesuai dengan penelitian yaitu Badan Pengawasan Obat Dan
Makanan Kota Gorontalo (BPOM), yang beralamatkan Toto Sel Kabila,
Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sehingga peneliti dapat
mengambil data yang sesuai serta mengenai jangka waktu penelitian
diusulkan selama 2 (dua) bulan yaitu dimulai pada bulan Februari-
Maret202]
3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Apabila kita melihat pengertian populasi bahwa yang menempati
suatu tempat dan memilki unsur untuk dijadikan sebagai subjek
penelitian, menurut soerjono soekanto” populasi adalah “subyek
hukum vang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untk
diteliti” populasi yang dimaksud adalah Badan Pengawasan Obat
Dan Makanan Kota Gorontalo (BPOM), penegak hukum, pengusaha,

serta vayasan lembaga perlndugan konsumen (YLPK)

! Soerjono Soekanto, 1983 Pengamiar Penelitian Hukum, Rineka Cipta Jakarta, Him 65
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2. Sampel

Pengertian sampel sebenarya merupakan sebahagian dari populasi.

menurut Soerjono Soekanto pengertian sampel adalah™ :

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili

populasi sebagai informan dan sumber informasi mengenai

penelitian ini yang menajadi populasi dalam penelitian ini adalah

Sampel dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk :

|

2

3

4

Pegawai BPOM 1 (Satu) Orang
Penjual Kosmetik (Pengusaha) 3 (Tiga) Orang
Penegak Hukum 2 (Dua) Orang
YLKH 2 (Dua)Orang

3.5, Sumber Data

Dalam metode penelitian diperlukan teknik atau cara mengumpulkan

data teknik atau cara yang dimaksud adalah :

2.

Studi kepustakaan

Teknik ini merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan
data melalui literatur buku-buku . peraturan perundang-undagan
kamus hukum dan tulisan dari berbagai macam seperti skripsi,
jurnal, koran dan bahan dari internet sebagai sarana dalam
menyusun peristiwa hukum yang diteliti.

Studi lapangan

*Ihid, Him

67
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Teknik ini merupakan teknik mengambil langsung data penelitian
dan melakukan wawancara (/mterview) serta mengumpulkan
objek yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian
penulis, sesuai dengan data yang dibutuhkan penulis.”
3.6 Metode Pengumpulan Data
Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:
3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi
Yaitu langsung elakukan penelitian dengan cara melihat dan
mencermati dan mengamati objek penclitian sehigga dapat ditarik
suatu kesimpulan pada objek penelitian
3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara
Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarekan peneliti
langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu
masalah atau melakukan langsung wanacara yang berhubungan
dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang
dianggap berhubungan dengan objek penelitian
3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi
Metode ini melakukan pengumpulan data melalui  metode
dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan
dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui
dokumentasi sebagai salah satu bukti kesaahihan suatu penelitian™

3.7. Teknik Analisa Data

Ihid, Hlm 54
*Ihid hlm 295
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Analisis data vang dimaksud adalah cara untuk mengolah dan
mencermati data vang telah dikumpulkan dari lokasi penelitian sehingga
bisa ditarik kesimpulan, namun data-data vang telah terkumpul akan diolah
secara dekriptif kualitatif yaitu memberikan pemaparan terhadap data yang
diperoleh dari lapangan berupa data perimer dan sekunder.

a. [Data primer adalah data vang berupa hasil wawancara
b. Data sckunder adalah data yang dikumpulkan melalui sekumpulan

huku-buku atau peraturan perundang-undagan
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

BPOM di Gorontalo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis
(UPTY di Lingkungan Badan POM vang dibentuk berdasarkan Peraturan
Badan POM Nomor |2 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT
di lingkungan Badan POM. BPOM di Gorontalo sebagai UPT di
Lingkungan Badan POM ini mempunyal peranan penting sebagai
perpanjangan tangan dari Badan POM vaitu melaksanakan Kebijakan di
bidang pengawasan produk terapetik, narkotika. psikotropika dan zat adiktif
lain, obat tradisional. Kosmetika, produk komplemen, Keamanan pangan dan

bahan berbabava di wilayvah Provinsi Gorontalo.

1) Tugas Pokok dan Fungsi
Pelaksanaan pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan
Penilaian mutu Produk:

2) Pelaksanaan Pemenksaan setempat, pengambilan contoh dan
pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi;

3) Pelaksanaan Penyelidikan dan  penvidikan pada kasus
pelanggaran Hukum;

4) Pelaksansan sertifikasi produk. sarana produksi dan distribusi

tertentu vang ditetapkan oleh Kepala Balai;
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5) Pemantauan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap
kegiatan instansi pemerintah dibidang Pengawasan Obat dan
Makanan;

6) Penyelenggaraan Pembinaan dan pelayanan administrasi
umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi
dan
tatalaksana kepegawaian.keuangan.kearsipan, persandian, perle
ngkapan dan rumah tangga.

VIS

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan
Indonesia maju yang berdaulat. mandiri. dan berkepribadian berlandaskan

gotong royong

MIsI

1) Membangun SDM  unggul terkait Obat dan Makanan dengan
mengembangkan kemitraanbersama  seluruh  Komponen  bangsa
dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan
Makanan dengankeberpihakan terhadap UMKM  dalam rangka
membangun struktur ckonomi yang produktifdan berdaya saing

untuk kemandirian bangs
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3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta
penindakan kejahatan Obatdan Makanan melalui sinergi pemerintah
pusat dan daerah dalam kerangka Negarakesatuanguna perlindungan
bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

4) Pengelolaan pemerintahan vang bersih. efekuf. dan terpercaya untuk
memberikan pelavananpublik vang prima di bidang Obat dan
Makanan

4.2. Penegakan Hukum Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya
1. Upaya Preventif

Salah satu cara melakukan pencgakan hukum yaitu dengan cara
Preventif cara preventif dikenal dengan bhasa bahwa upava tindakan
pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga
mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa
mendatang,

Apabila kita melihat teori Tegaknya sebuah aturan merupakan usaha
dalam pelaksanaan hukum sebagaimana seharusnya, memberikan
pengawasan terhadap pelaksanaannya supava pelanggaran tidak terjadi,
apabila aturan tersebut dilanggar, maka vang dilakukan adalah menegakkan
hukum tsrsebut kembali sehingga hukum tetsebut dapat pulih. Hukum yang
berfungsi sebagai alat pelindung bagi kepentingan masyarakat. Adapun
upava yn dilakukan agar dapat melakukan perlindungan terhadap
kepentingan masyarakat yaitu pelaksanaan hukum harus  dilakukan

sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. Sangat
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diharapkan proses penegakkan hukum dapat ditampilkan secara nyata
dengan menegakkan kembali hukum yang dilanggar’

Dalam hal ini penegakan hukum melalui peredaran kosmetik
berbahaya merupak salah satu cara untuk mengantipasi tingginya bahan dan
obat yang berbahava yang dapat merugikan masyarakat baik secara ateril
maupun secara fisik, dalam hukum pidana mengenai larangan mengedarkan
bahan berbahaya telah diatur peredaran mengenai bahan berbahaya
(kosmetik yang mengandung bahan berbahava) kini sangat mudah
ditemukan hal ini tentunya menjadi pekerjaan vang serius bagi penegak
hukum untuk memberantas para pelaku usaha yang nakal, Apabila kita
melihat regulasi vang mengatur mengenai peredaran baha berbahaya bagi
keschatan sebagai mana yang diatur dalam

Undang-Undang No 8§ Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
pasal 45 avat | ditegaskan bahwa

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha

melalui lembaga yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan
peradilan umum. "

Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196
juga menegaskan bahwa

"Setiap orang vang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan

farmasi dan / atau alat kesehatan vang tidak memenuhi standar dan /

"Mokhammad Najih, 2014 Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana
Dalam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang. , Hal 5
¥ Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196
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atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) ~

Mengenai aturan diatas tentunya kita telah melihat begitu tegasnya
aturan mengenai peredaran bahan yang berbahaya bagi kesehatan, namun
pelaku usaha acuh tak acuh dengan aturan tersebut

Berdasarkan hasil epenelitian penulis didapatan dilapangan
berdasarkan hasil wawancara dengan salah saru petugas balai POM kota
FERDIANSAH, 5.5i Koordinator kelompok substansi penindakangorontalo
mengungkapkan bahwa;

Ada 3 kasus yang di tangani oleh BPOM kota husunya peredaran
kosmetik yg mengandung bahan berbahaya untuk saat ini pihak dari BPOM
kota sudh melakukan tahap | ke kejaksaan;”

I. Kasus pertama bulan februari pelakunya perempuan dimana motif

pengedarannya melalui jual online

bl

Kasus ke dua bulan februari pelakunya perempuan motif

pengedaranya melalui jual beli di pasar

3. Kasus ke tiga bulan maret pelakunya laki laki motif pengedaranya
melalui jual beli di tempat tinggalnya.

4. Kesimpulan adapun ketiga kasus tersebut sudah di lakukan tahap |

oleh bpom melanggar pasal 197 uu kesehatan

“Hasil wawancara dengan petugas balai POM kota gorontalo pada bulan April 2021
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Secara umum undang-undang kesehatan merupakan pasl yang
digunakan untuk menjerat para pelakuusaha yang nakal mengedarka barang-
barang kosmetik berbahaya

Pasal 197 UU Kesehatan menyatakan bahwa:
“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan vang tidak memiliki izin edar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Didalam pasal ini tentunya sangat besar jeratan bagi pelaku usaha
vang melakukan peredaran bahan dan obat berbahaya tanpa izin, adapun
cara vang dilakukan oleh pihak Badan Pengawasan Obat Dan Makanan
Kota Gorontalo (BPOM), vang beralamatkan Toto Sel Kabila, Kabupaten
Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, adalah dengan cara preventif dalam
bentuk:

I. Kerja sama dengan pemerintah daerah sebagai bentuk fungsi
pengawasan dan pencegahan
Artinya pemerintah dan balai pom bersama-sama mengawasi
beredarnya obat yang berhaya (khusunya kosmetik, sehingga
pengendalianya mudah diorganisir  serta  diketahui  oleh

masyarakia luas

b

Kerjasama dengan Komisi Penyiaran Daerah dan Dinas

Komunikasi dan Informatika




Ketiga
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Hal ini dilakukan dlam rangka mengedukasi masyarakat
mengenaio pentingya memahami serta menyadari peredaran
kosmetik vberbahaya melalui sumber informasi media yang
disiapkan oleh pemerintah maupun pihak-pihak swasta

Kerjasama dengan penegak hukum dalam rangka
mengantisipasi serta memberikan sanksi bagi pelaku usaha
yang nakal serta melanggar undang-undang tentang
perlindugan konsumen dan undang-undang kesehatan

upayva preventyif diats merupakan salah satu jalur untuk

menyelesaikan peroslan peredaran kosmtik secara cepat, dan tepat sesuai

dengan teori yang diungkpakan oleh Dellyana ShantPenegakkan hukum

adalah salah

satu cara yang digunakan untuk mencapai suatu ketertiban,

keamanan juga ketentraman ditengah-tengah masyarakat, baik itu dalam

bentuk mencegah, memberantas ataupun menindak setiap tindakan

kejahatan dan perbuatan hukum. Penegakkan hukum secara preventifl atau

pencegahan

penindakkan

dilakukan sebelum adanya tindak pidana dan represif atau

dilakukan apabila telah ada tindak pidana yang terjadi di

masyarakat.™

2. Upaya Refresif

“Dellyana,Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32
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Salah sartu upaya tindakan yang dilakukan oleh pihak Badan
Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Gorontalo (BPOM), yaitu Represif
merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah
terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk. Dengan kata lain,
tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadiupaya ini
merupakan upaya tindakan pemberian sanksi terhadap para pelaku usaha
yvang nakal dalam mengedarkan kosmetik berbahaya, dalam teori hukum
pidana mengenai sanksi sangat jelas dikenal beberapa jenis sanksi dan
peristilanya yang diunkapkan oleh andi hamzah yaitu:"

I. Sanksi Pidana
Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku
manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang
mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana
sebenarya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku
jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila
dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan
hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas.

Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana

(KUHP) sebagiamana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:*

1) Pidana pokok

a. Pidana mati

“Andi Hamzah. 2001 Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesian
Jakarta, hal, 25-27
" Kuhpidana Pasal 10



b. Pidana penjara
c. Pidana kurungan
d. Pidana denda
e. Pidana tutupan
2) Pidana tambahan:
a. Pencabutan hak
b. Perampasasn barang-barang tertentu

¢. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana diats dikenal dengan sanksi vang bisa
diberikan berdasrkan tingkat perbuatan jahat vang dilakukan setiap

manusia.

2. Sanksi Perdata
Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi vaitu:
1) Sanksi vang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu
Prestasi
2) Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah

hilang

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan

dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1) Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu

bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)
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2) Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak vang
tidak memenuhi sebuah prestasi agar membavar ganti rugi
(putusan comdemnatoir)

3) Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu
menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna
memutuskan suatu perkara

3. Sanksi Adminstratif
Sanksi adnminstrasi adalah sanksi vang diberikan bagi suatu orang vang
telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam
keadan tertentu biasasnya sanksi administrasi diberikan
a. Sanksi denda
b. Sanksi pemberhentian sementara
¢. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan
Namun dalam hal ini pencegahan dan penidakan mengenai peredaran
kosmetik berbahaya diatur secara ex specialis dalam hukum pidana (delik
Luar) yaitu perilaku pidana yang diatur diluar Kitab Undang-undang hukum
pidana, sebagaiman diatur dalam undang-undang perlindugan Konsumen
dan undang-undang kesehatan
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
pasal 45 ayat | ditegaskan bahwa;
“Setiap konsumen vang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha

melalui lembaga yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan
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pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan

peradilan umum,

Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196
juga menegaskan bahwa®’

"Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan

farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /

atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 197 UU Kesehatan menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Sangat jelas diats bahwa adanya perilaku menyimpang bagi pelaku
usaha dengan mengedarka bahan kosmetik berbahaya dapat diancam dengan
hukuman pidana

Berdasarkan hal tersebut maka syarat pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku yang memproduksi atau mengedarkan Kosmetik berbahaya

harus memenuhi ketiga unsur pertanggungjawaban pidana. Hal vang

pertama adalah si pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab

"" Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Keschatan pada Pasal 196
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vaitu ia mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan
dengan hukum dan menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya.
Selanjutnya si pelaku melakukannya dengan kesengajaan atau
kealpaan. Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak
melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh
Undang-undang Berkaitan dengan hal ini UU Kesehatan melarang
perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan Kosmetik berbahaya
yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan (Pasal 196)
dan yang tidak memiliki izin edar (Pasal 197)
Pasal 197 UU Kesehatan menyatakan bahwa:
“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”
Berdasrakn  hasil wawancara dengan petugas balai Pom
FERDIANSAH, 8.5i Koordinator kelompok substansi
penindakanmengungkapkan bahwa sebelum dilakukanya upaya tindakan
berupa memberikan sanksi secara tegas sebagaimana vang diatur dalam
undang-undang hukum pidana maka upaya yang pertama dilakukan adalah
memberikan edukasi dalam bentuk pendekatan
a) Persuasip
Upaya persuasip yang dilakukan adalah upaya vang dilakukan oleh
pihak-pihak terkait agar mengikuti instruksi sebagaimana layaknya

kosmetik yang didedarkan harus sesuai dengan perintah undang-



undang, maka dari itu biasanya diberikan sanksi ringan berupa sanksi
teguran terdahulu serta sanksi penutupan, hal itu pun dilakukan
berdasarkan kadar atau tingkat kerugian vang ditimbulkan, apabila
kerugian tidak terlalu maka masih bisa dibina. sedangkan apabila
sudah berulang kali melanggar dan tidak menghiraukan perintah
undang-undang maka dilakukan upaya tindakan hukum pidana sesaui
perintah undag-undang, sebagaimana teori yang diungkpakan oleh
Rahmat mengenai**persuasif adalah proses komunikasi untuk
mempengaruhi  pendapat, sikap, dan tindakan orang dengan
menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut
bertindak seperti atas kehendaknya sendiri
b) Koersif

Upaya koersif merupakan upaya yang dianggap sangal keras bagi
penegak hukum, upaya ini adalah upaya terakhir apabila pelaku usaha
nakal mengenai kosmetik memang tidak memperdulikan aturan serta
himbauan penegak hukum, maka dilakukan upaya koersif dengan cara
langsung menutup jenis usaha, serta mencabut semua ijin usaha serta

meberikan sanksi yang tegas seberat-beratnyva

4.3. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik

Yang Mengandung Bahan Berbahaya

K rivantono, Rahmat. 2006. Teknik Prakiis Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana,
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Faktor Penegak Hukum

Apabila kita melihat teori yang diungkapkan olehAbdul Mukthie
Fadjar bahwa negara kesatuan republik indonesia merupakan negara vang
menjunjung tinggi tegaknya sebuah aturan dan keadilan, maka dari itu
indonesia diberikan julukan sebagai negara hukum (Rechraat)sebagai negara
hukum tentunya dibutuhkan sebuah perilaku vang menjunjung tinggi nilai-
nilaipenegakan hukum, adapun konstitusi, serta nilai-nilai konstitusi vang
dimaksud adalah nilai-nilai yang diatur dalam undang-undang vang
mengedepankan setiap perilaku harus dilandasi dengan norma hukum yang
berlaku, apabila kita melihat pengertian negara hukum yang diugkapkan
oleh Jimly Assidiq bahwa negara hukum adalah negara vang senantiasa
mengedepoankan nilai-nilai hukum dalam berperilaku dan tidak berdasarkan
kekuasaan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada, dalam
melindungi masyarakatnya sebuah pemerintah selalu mengedepankan
atuaran hukum yang berlaku untuk mengaturnya.™

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapatkan dilapangan mengenai
pengakan hukum bahwa didapatkan data mengenai terbatasnya unsur
sumber daya manusia yang memilki kompetensi secara tepat diwilayah
hukum BPOM gorontalo sebagaimana hasil wawancara FERDIANSAH,
S.51 Koordinator kelompok substansi penindakanbahwa:

Kami sangat kekurangan personil dalam penegcekaan semua produk

yang ada di daerah khusunya di daerah. namun dalam hal ini wilayah

“Abdul Mukthic Fadjar, 2016, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press,
Malang, Hal.5-6.
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kota gorontalo masih bisa di diantisipasi peredaran kosmetik tersebut,

adapun mengehantikan laju perkembagan kosmetik berbahava selain

dengan terbatasnya personil dilapangan kita juga mengadndalkan

media untuk mengedukasi masyarakat agar bisa mengantisipasi secara

mandiri penggunaan obat dan alat kosmetik ilegal

Adapun data pegawai balai POM yang didapatkan dialapangan pada

saat melaukakn penelitian adalah sebagai berikut;

Tabel; 1 daftara
GORONTALO
No Nama

BALAI PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN DI

Fungsi Khusus Jabatan

Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt

bk

Muindar, 5.5i., Apt., M.Si

3 Musyafar T. Masaliha, $.Farm., Apt |

4 | Ferdiansyah, S.Si

5 | Andi Herman Andi Tantu, SE -

6 | Adjis Sandjaya, S.Si )

7 Lyna Nurhayati, S.Farm., Apt ]

8 | Dewi Rahmawati, S.Farm.. Apt Pemeriksaan Dan Penindakan

9 Iuntﬂ.ﬂ}' “U"ﬂm Nﬂhumaml}". !ﬁ'SI. Iﬂfﬂl‘lﬂﬂ.ﬁi 'Da_n Knmunikasi

pl |

10 | Ainun, S. Farm., Apt pengujian F

11 | Meike Pakaya S.Si, Apt Pengujian Lab. Obat
Pengujian

12 | Fitriana Nur Husain, S.5i.. Apt Lab. Obat

13 | Sitty Rahmawati Utina, S.Farm., Apt | Pemeriksaan Dan Penindakan
Pengujian

14 | Eka Putri Juniarti Igirisa, S.Si., Apt

Lab. Obat
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Pengujian
15 | Indra Marianie Harun, 8.Si., Apt Lab. Mikrobiologi
16 | Triana Wati Widaningsih, S.Farm | Informasi Dan Komunikasi
17 | Lia Yl.llj"ﬂﬂi. A.Md - Informasi Dan Komunikasi
_ Pengujian
18 | Esther Sibarani, S.Si Lab, Pangan
) ) Pemeriksaan Dan Penindakan
19 | Muhamad Tri Sutrisno, A.Md e
20 | Purwadi. S.Farm Pemeriksaan [an Penindakan
Pengujian
21 | Purnomo Tappang Duma, STP Lab. Pangan
e Pengujian
22 | Sabaruddin, S.Si Lab. OT, SK dan Kos
73 Whyllies Agung Ajie Buana, S.Si, Pengujian
Apt
24 | Umy Kumiati Rasyid, S.Farm, Apt | Pengujian
25 | Asri Tomayahu, S.Farm, Apt Pengujian
N Pengujian
26 | Frisly Sayangbati, S.T.P Lab. Pangan
27 | Arif Wahyudi, A.Md Pengujian
28 | Tahir Marmin, A.Mf Pemeriksaan Dan Penindakan
) Pengujian
29 | Nurlihayati Karim, A.Mf Lab, Pangan
30 | Yanuar Hadi Nugroho, S.5i -
3 Resha Gita Prahara Sjafrudhin Putra, | -
S.E
32 | Rahmad Pulukadang, S.E -
33 | Rahman Nur, S.TP ]
34 | Nabila Rosita Yuliana, S.H Penindakan
35 FlmnﬂS-}'ﬂh, $.S05 Pemeriksaan Dan Penindakan
Pengujian
36 | Yosafat Manullang, S.Si

Lab. OT, SK dan Kos




37 | Khairan Nisa, A.Md i

38 | Ni Nyoman Rieta Harum, A.Md Informasi Dan Komunikasi
Pengujian

39 | Muhammad Luthfi Amirullah, AMd | | ap. OT. SK dan Kos

40 | Asrul, AMd -

41 | Husain Ambo, AMd -

42 | Alam Suryo Doyo, A.Md »
Pengujian

43 | Nurul Qalby, 5.5i Lab. Mikrobiologi

44 | Nur Annisa, S.Ak -

45 | Inayatul Azisah, SE )

46 | Aisya Aulya, A.Md.Ak =

Hasil yang didapatkan dilapangan apabila dilihat dari segi tupoksi
pegawai balai pom gorontalo bahwa dalam hal penindakan terdapat enam
(6) jumlah yang melakukan tugas memeriksa sekaligus melakukan upaya
tindakan pada tindak pidana obat dan makanan

Berdasarkan hasil yang didapatkan dilapangan mengenai penegak
hukum bahwa balai pom kota gorontalo memiliki 11 orang tenaga
pengujiJumlah tenaga penguji sebanyak 11 orang. Sampel yang diuji Tahun

2018 sebanyak 858 sampel terdiri dari:*’

JUMLAH SAMPEL
NO | NAMA OBAT i
i NAPPZA 451
OBAT
2 | TRADISIONAL i |
SUPLEMEN |
| MAKANAN “

“https:/fwww.pom. go.id/new/admin/dat20201001/fix_laptah 2019 BPOM GORONTAL
O kirim_softcopy . pdf
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SAMPEL
KOSMETIK

Tentunya data tenaga penguji diatas data dari tahun 2018 sampai
sekarang masih belum bertambah, dan merupakan kendala karena harus
mengawasi di seluruh wilayah kerja provinsi gorontalo

Apabila kita melihat laporan akhir kinerja pada tahun 2019 tentva
peran penyidik disini sangat dibutuhkan atas “Selama tahun 2019, penyidik
PPNS Bpom Gorontalo menangani 7 kasus tindak pidana di bidang Obat
dan makanan. Kasus-kasus yang ditangani oleh penyidik terdiri dari 3 kasus
terkait tindak pidana memproduksi dan mengedarkan produk pangan
mengandung bahan berbahaya yang terjadi di Kab. Gorontalo sudah tahap
I, 2 kasus terkait praktek kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan yang
terjadi di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato juga sudah
tahap I, | kasus terkait tindak pidana praktek kefarmasian tanpa keahlian
dan kewenangan yang terjadi di Kabupaten Gorontalo dalam tahap SPDP,
dan 1 kasus terkait tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin edar
atau tidak ternotifikasi yang terjadi di Kab. Bone Bolango dalam tahap
SPDP”

Yang menjadi masalah dalam laporan akhir balai POM" “Selama
tahun 2019, Balai POM di Gorontalo telah melaksanakan kegiatan
pengawasan obat dan makanan secara post market melalui inspeksi ke

sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta melakukan pengujian

“https:/fwww. pom.go.id/mew/admin/dat’20201001/fix_laptah 2019 BPOM GORONTAL
O kirim_softcopy.pdf
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terhadap obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan
vang beredar di wilayah Provinsi Gorontalo. Untuk menjawab tantangan
dan permasalahan pengawasan obat dan makanan yang semakin meningkat
dan kompleks, maka diperlukan peningkatan kompetensi dari semua
pegawai Balai POM di Gorontalo™

Atas dasar dari sistem kompetensi balai pom gorontalo maka
berdasarkan analisa penulis bahwa memang terjadi kekurangan dari segi
kompetensi dan penegathuan Balai Pom Gorontalo, sehingga memperlambat
penegakan hukum mengenai peredaran kosmetik berbahaya vanga da dikota
gorontalo

2. Faktor Sarana Prasarana

Faktor ini merupakan faktor penentu dalam penegaka hukum tindak
pidana penyebaran kosmetik berbahaya, maka dari itu sarana dan prasarana
vang merupakan sebagai ujung tombak pengujian sebuah bahan berbahaya
kiranya diperlukan penigkatan kapasitas dan kapabilitas “Jumlah dan jenis
media informasi obat dan makanan juga dirasakan masih kurang. Hal ini
diperlukan untuk mempermudah masyarakat dan lintas sektor terkait untuk
mendapatkan informasi dan sosialisasi program dan kegiatan pengawasan
obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo. Di
samping itu, Saat ini kendala yang dihadapi antara lain masih kurangnya
perangkat komunikasi, alat pengolah data dan koneksi internet yang masih
sering bermasalah. Kendala lain yang dihadapi Balai POM di Gorontalo

terkait dengan sarana dan prasarana antara lain adalah terbatasnya biaya
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pemeliharaan gedung bangunan, peralatan gedung dan perbaikan serta
terbatasnya biava penyediaan suku cadang alat laboratorium sehingga dapat
menghambat kerja pengujian”

Adapaun data vang didapatkan dilapangan berdasarkan data laporan
profil Balai POM di Gorontalo didapatkan data sarana dan prasarana sebagai
berikut:

Kapasitas Balai POM di Gorontalo

1. Lingkungan Internal
Balai POM di Gorontalo terletak di 1. Prof. DR. B.J. Habibie, Desa Toto
Selatan, Kec. Kabila. Kab. Bone Bolango vang berbatasan dengan wilayah

Kota Gorontalo.

I
H

Luas Tanah
a. Kantor Lama (Pos POM) : 333 m2
b. Kantor Baru : 5.630,12 m2 3.

3. Luas Bangunan

a. Kantor Lama (Pos POM) : 100 m2

b. Kantor Baru : 2.277.60 m2

1 LA W 8

T

ikt
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. Status Kepemilikan Tanah
4. Kantor Lama (Pos POM) : Hak milik Badan POM RI
b. Kantor Baru : Hak Pakai
. Sarana Komunikasi Nomor Telepon : (0435) 822052: (0435) 8703732
Nomor Fax i (D435) B22052 Alamat E-mail
ulpk_gorontalo@yahoo.co.id;  bpom_gorontalo@pom.go.id  Jaringan
Internet : VPN
Kendaraan (Laik Pakai)
Kendaraan Roda Empat

a. Suzuki APV Arena GL : Tahun perolehan 2008

b. Toyota Rush : Tahun perolehan 2009

¢. Toyota Kijang Innova G : Tahun perolehan 2010
Kendaraan Roda Dua

a. Kawasaki : Tahun perolehan 2007

b. Yamaha Jupiter Z : Tahun perolehan 2009
. Sumber Daya Manusia Jumlah
Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo per 31
Desember 2021 adalah 43 orang di tambah 12 Orang Pegawai Non PNS
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai PNS

Tata Usaha : 9 pegawai
Teranokoko : 13 pegawai

Pangan & Mikro : 10 pegawai
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Pemdik Serlik : 11 pegawai
b. Pegawai Non PNS
Satpam : 5 orang
Laboran : 4 orang
Cleaning Service : | orang
Sopir : 2 orang
1. Faktor Masvarakat
Faktor masayrakat salah satu akibmt dari merebaknya peredaran
kosmetik berbahaya karena masayarakat sanagt mudah tetipu dan percaya
dengan iklan serta bujukan menggunakan bahan yang murah serta mudah
didaptkan padahal tersebut harus diperhatikan secara serius agar terhindar

dari tindak pidana penipuan bahan berbahava

Data laporan balai pom gorontalo menyebutkan bahwa “Di era 4.0
seperti sekarang ini iklan-iklan di media sosial sangat cepat beredar di
masyarakat. Masyarakat tanpa mencari konfirmasi kebenaran begitu cepat
mempercayai iklan-iklan tersebut. Hal ini discbabkan karena minimnya
pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan produk,
manfaat dan mutu produk obal dan makanan merupakan faktor penghambat
pengawasan obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan
kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terutaman melalui Media Sosial,

cetak maupun elektronik™
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BABYV
PENUTUP
5.1. Kesimpulan

1} Pencgakan Hukum Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya
dailakaukan dengan dua cara vaitu Upaya Preventif. maksudanya adalah
balai POM berupaya melakukan upaya pencegahan dengan casra
mengawasi serta mengedukasi masyrakat melalui  iklan layanan
masyarakat vang kedua adalah Upaya Refresif upava ini juga dilakukan
dengan dua pendekatan bahwa pendekatan Persuasip dengan cara megajak
bagi pelaku usaha yvang nakal agar mengikuti aturan dan pedoman yang
digjurkan oleh pemerintah serta pendekatan Koersif merupakan
pendekatan jalan terakhir dengan memberikan sanksi tegas apabila para
pelaku usaha tidak memperdulikan peraturan pemerintah vang ditetapkan

2) Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Yang
Mengandung Bahan Berbahaya adalah Fakior Penegak Hukum,
terbatasnya personil penegajk hukum sperti penyidik PPNS balai POM
serta Faktor Sarana Prasarana vang dianggap kurang dan tidak terpelihara
akibat kurangya angaran dan yang ketiga Faktor Masyarakat yang mudah

percaya dan beranggapan acuh tak acuh terhadap produk vang eradar

apakah sesaui anjuran pemerintah atau tidak
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5.2. Saran

1y Dalam hal penegakan hukum disarankan perlunya danya peningkatan
kapasitas dalam hal ini jumlah perosnel penegak hukum balai POM serta
kapabilitas personil vang ada agar pengetahuan dan kesiapan memadai

2) Perlunva edukasi secara araton kepada masyarakat agar dapat
meningkatkan pengetahuan masvarakat mengenai bahaya kosmetik tanpa

izin
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